
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, 

PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH, DAN PENGATURAN 

MENGENAI PENDAFTARAN TANAH 

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa:24

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 
Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 
cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 
moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 
segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

24Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
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Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa:25

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa:26

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 
hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 
pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 
perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 
menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 
hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang.  Hubungan  yang  erat  antara  hak  dan  kewajiban  adalah  hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain. 

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang 

melekat pada hak menurut hukum, yaitu:27

25 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 
1993, hlm. 118. 

26 Natsir Asnawi, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, 
Jurnal Masalah Hukum, Vol. 1, No. 46, hlm. 60.
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a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak
itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas
barang yang menjadi sasaran dari hak;

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi
pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat
hubungan korelatif;

c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak
lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan
sesuatu perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi
hak;

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang
bisa disebut sebagai objek dari hak; dan

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu
kepada pemiliknya.

Pada dasarnya dalam setiap hubungan keperdataan berpotensi 

memunculkan permasalahan, maka konsep perlindungan hukum 

merupakan condition sine qua non pada konsep hukum perdata. 

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa:28

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan  hukum

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.”

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

27Dyah Ochtorina Susant, Bahan Ajar: Teori Perlindungan Hukum, Program Pasca Sarjana 
Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, hlm. 1.

28Natsir Asnawi, Op Cit.
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klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 
 

M. Isnaeni berpendapat bahwa:29 

 
“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan 

hukum internal.” 
 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar asas kebebasan berkontrak, para pihak mempunyai keleluasaan 

untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi 

landasan saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak. 
 

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur wanprestasi, maka kreditur 

perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang- 
 
 
 
 

29 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra, Media Surabaya, 
2016, hlm. 159. 
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perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 
 

proporsional. 
 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 
 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- 
 

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
 

dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum 
 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin, menyatakan bahwa:30 
 

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 
memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 
kewajiban.” 

 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

 
preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

 
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

 
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

 
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada  

 
 
 
 
 
 

30 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. 
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diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 
 

b. Perlindungan Hukum Represif 
 

CST Kansil, menyatakan bahwa:31 

 
“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 
 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
 
 
 
 
 

31 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 
1989, hlm. 102. 
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mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 
 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 
 

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan 

dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan 

harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara 

hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum 

harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa:32 

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 
 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 
 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 
 

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 
 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 
 
 

32 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43 
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menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 
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Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:33 

 
“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 
maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 
umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 
dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 
sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 
hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 
undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 
putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 
hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.” 

 
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu peraturan 

 
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

 
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

 
logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

 
sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Konflik 

 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk 

 
kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa:34 

 
“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 
hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 
aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 
bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi,  

 
33 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.  
34 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26. 
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pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 
demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat 
yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan 
seperti sediakala.” 

 
Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

 
batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

 
dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

 
perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

 
mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

 
batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

 
memberikan  kepastian  hukum  dan  akibatnya  hukum  tidak  mempunyai 

 
daya prediktibilitas. 

 
B.  Tinjauan Pustaka Tentang Pengaturan Hak Atas Tanah 

 
1. Pengertian Tanah 

 

Adrian Sutedi, menyatakan bahwa :35 

 
“Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, yaitu 
tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan 
melanjutkan kehidupannya. Tanah telah memegang peran vital 
dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung 
suatu Negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. 
Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi 
yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-
besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat.” 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan : 

 
a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

 
b. Keadaan bumi di suatu tempat; 

 
c. Permukaan bumi yang diberi batas;  

 
 

35 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, 
2018, hlm. 31. 
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d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, 
 

dll). 
 

Adrian Sutedi juga menyatakan bahwa :36 

 
“Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan 
penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada 
diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang 
sudah ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang 
dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 

 

Boedi Harsono, menyatakan bahwa :37 

 
“Pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 
4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam 
arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan 
resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak 
menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi yang disebut tanah.” 

 
Dengan  demikian  tanah  dalam  pengertian  yuridis  dapat  diartikan 

 
sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho 

 
mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis 

 
menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi 

 
getaran  di  dalam  kedamaian  dan  sering  pula  menimbulkan  guncangan 

 
dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam 

 
pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pengertian tanah yang 

 
dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai 

 
nilai  ekonomis  yang  sangat  tinggi  sehingga  menjadi  kewajiban  setiap 

 
orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda  

 
36 Anonim, Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey, Pengukuran dan 

Pemetaan BPN RI, Jakarta, 2007, hlm. 6. 
37 Boedi, Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria. 

Djambatan Boedi, Jakarta, 1999, hlm.18. 
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yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi 

pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan 

berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya 

perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan 

masalah dalam kehidupan masyarakat. 
 

2. Hak Atas Tanah Menurut UUPA 
 

Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah dalah 

hanya permukaaan bumi saja. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok 

Agraria adalah atas dasar hak menguasai Negara, ditentukannya adanya 

macammacam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum lainnya. 
 

Dan diperjelas dengan penjelasan umum II ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria yaitu: 
 

“… ditegaskan bahwa, dikenal hak milik yang dapat dipunyai 

seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain atas bagiandari bumi Indonesia.” 
 

Dalam pada itu hanya permukaan bumi sajalah yang disebut sebagai 

tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. Jadi siapa saja hanya berhak atas 

permukaan buminya saja, itupun dengan memperhatikan tata ruang dan 

kelestarian lingkungan hidup yang mendasarkan nkepada prinsip-prinsip 
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pembangunan yang berkelanjutan yang ketentuannya diatur dalam 

Peraturan Perundang-undangan tersendiri. 
 

Jikapun seseorang memiliki hak atas tanah yang merupakan hak 

milik, hak atas tanah tersebut merupakan hak yang paling sempurna dan 

terpenuh sifat dan kewenangannya di banding dengan hak-hak lain yang 

ada dan berlaku sesuai dengan ketentuan Perundangan Agraria di 

Indonesia, tetap saja apabila ditemukan benda peninggalan bersejarah 

ataupun barang-barang tambah, dan benda-benda berharga lainnya 

walaupun itu di dalam tubuh bumi berada tepat di bawah hak. 
 

Dyara Radhite Oryza Fea, menyatakan bahwa :38 

 
“Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang 

atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja.” 
 

Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan 

oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, dan Eksploitasi serta 

penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat 

lainnya dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi 

yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan 

mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara 

nasional, yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan ruang 

angkasa. (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Agraria). 
 
 
 
 
 

38 Dyara Radhite Oryza Fea, Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya, Legality, Yogyakarta, 
2018, hlm. 89. 
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3. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah 
 

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan 

pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk 

menguasai tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis 

walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk 

menguasai secara fisik, tetapi penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh 

pihak lain. Misalnya pada kasus apabila tanah yang dimiliki oleh 

pemegang hak disewakan kepada pihak lain dan secara otomatis yang 
 

menyewa tersebut dapat menguasai secara fisik. 
 

Dyara Radhite Oryza Fea, menyatakan bahwa :39 

 
“Di dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia, dikenal 
pula penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak 
memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang 
bersangkutan secara fisik. Misalnya apabila terjadi kredit di 
Bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminannya, kreditor 
pemegang hak jaminan atas tanah tersebut sebenarnya 
mempunyai hak penguasaan atas tanah yang dijadikan agunan 
tersebut secara yuridis, tetapi penguasaan tanahnya secara fisik 
masih ada pada pemilik tanah.” 

 
Dalam hukum tanah nasional kita diterapkan hierarki penguasaan 

 
atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 

 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu : 

 
a. Hak bangsa Indonesia 

 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pokok 

 
Agraria, Hak Bangsa Indonesia adalah hak dari Bangsa Indonesia atas 

 
seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang  

 
 
 

39 Ibid. 
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terkandung di dalamnya, yang berada di dalam wilayah Republik 

Indonesia. 
 

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria, 

pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi 

dibawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi sendiri 

biasa disebut dengan istilah tanah. 
 

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, hak 

bangsa merupakan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Subjek dari 

hak Bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang 

bersatu sebagai bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi terdahulu, 

sekarang dan generasi-genarasi yang akan datang. Hal ini meliputi 

seluruh tanah yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
 

Hak bangsa mengandung unsur kepunyaan dan unsur 

kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan 

penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah 

bersama bukanlah hak kepemilikan dalam arti yuridis, maka di dalam 

hak bangsa ada juga hak milik perseorangan atas tanah dan tugas 

kewenangan untuk mengatur dilimpahkan kepada negara. 
 

b. Hak menguasai Negara 
 

Hak menguasai negara bersumber dari pemberian kuasa dari 

Bangsa Indonesia kepada Negara sebagai Organisasi Kekuasaan 

Seluruh Rakyat Indonesia (Badan Penguasa) berdasarkan ketentuan 
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dari pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian 

dijabarkan secara lebih lanjut di dalam pasal 2 UUPA. 
 

Berdasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang 

Dasar 1945, hubungan antara hukum negara dengan bumi, air, dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, 

dirumuskan dengan istilah “dikuasai”, yang bukan berarti “dimiliki”, 

akan tetapi pengertiannya adalah pemberian wewenang kepada Negara 

sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia atau sebagai 

badan penguasa untuk pada tingkat tertinggi. (Pasal 2 ayat 2 UUPA) : 
 

1) Mengatur dan menyelenggarakan: peruntukkan penggunaan 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. 
 

Hak  menguasai  negara,  menurut  pasal  2  ayat  3  UUPA 
 

mempunyai tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 

dan makmur. Subjek dari hak menguasai negara adalah negara 

Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak 

ini meliputi semua tanah dalam wilayah republik Indonesia. Baik tanah 
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yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak 

perseorangan. 
 

c. Hak ulayat masyarakat hukum adat 
 

Hak ulayat diatur di dalam pasal 3 jo pasal 5 UUPA. Hak ulayat 

merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 

hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam 

lingkungan wilayahnya. Hak ini meliputi semua tanah yang ada dalam 

lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang 

sudah dimiliki seseorang dengan hak perseorangan maupun yang 

belum. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, 

sedangkan yang menjadi objek hak ulayat adalah semua tanah dalam 

wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak 

ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Ke 

dalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan yang 

berlaku keluar dalam hubungannya dengan anggota hukum adatnya, 

yang disebut “orang luar” atau “orang asing”. 
 

d. Hak-hak individual (hak-hak perorangan atas tanah) 
 

Hak-hak individual (hak perorangan atas tanah) terdiri atas : 
 

1) Hak atas tanah 
 

a) Hak atas tanah yang primer yaitu hak atas tanah yang 

bersumber secara langsung dari bangsa, yang diperoleh 

berdasarkan pemberian hak oleh negara. Terdiri dari hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; dan 
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b) Hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber 

dari pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian. 

Terdiri dari hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai, hak 

sewa, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan lain-lain. 

(Pasal 37, 41 dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria). 
 

2) Wakaf (Pasal 49 UUPA) Tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang 

semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah 

girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya 

kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk 

diwakafkan; dan 
 

3) Hak jaminan atas tanah: hak tanggungan (pasal 23, 33, 39, 51 

UUPA dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999). 
 

4. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

a. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap 

Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16 yaitu : 
 

1) Hak milik (HM) 
 

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan 

mengingat fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 20 UUPA di sebutkan 

bahwa sifat-sifat Hak Milik yang membedakan dan hak-hak 

lainnya. 
 

Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti 
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bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak 

dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata. Sifat demikian 

bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dan tiap-

tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” mempunyai maksud 

untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, 

hak pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara 

hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki, hak rniliklah yang terkuat 

dan terpenuh. 
 

Dengan demikian maka pengertian terkuat seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata berlainan dengan yang 

dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA. Hak milik berdasarkan Pasal 

20 ayat (1) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 

Pasal 6. Pasal 6 ayat (2) menyatakan hak milik dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang 

diberikan Boedi Harsono yang mendefinisikan hak milik adalah 

hak turun dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi 

segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas 

sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. 
 

2) Hak Guna Usaha 
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G. Kartasapoetra, dkk, menyatakan bahwa :40 

 
“Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 ayat 
(1) UUPA yang berbunyi: Hak Guna Usaha adalah hak 
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara, dalamjangka waktu sebagai mana tersebut 
dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan. Berlainan dengan hak milik, tujuan 
pengunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha 
itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan 
peternakan. Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan 
oleh Negara.” 

3) Hak Guna Bangunan 
 

Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  UUPA  bahwa  yang  dimaksud 
 

dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
 

sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan apabila 
 

diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. 
 

Pasal  37  UUPA  menjelaskan  tentang  terjadinya  hak  guna 
 

bangunan, yang disebabkan oleh: 
 

a) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara; yaitu 

karena penetapan Pemerintah; dan 
 

b) Mengenai tanah Milik yaitu, karena perjanjian yang berbentuk 

otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak 
 

yang akan memperoleh. 
 

4) Hak Pakai 
 

Dalam Pasal 41 ayat 1 UUPA, hak pakai merupakan hak 
 

untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai  
 
 

40 G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, 
PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 7. 
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langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 
 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 
 

sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu 
 

asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
 

Undang-undang. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu 
 

yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
 

yang tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau 
 

pemberian  jasa  berupa  apapun.  Sementara  itu  dalam  Pasal  42 
 

UUPA dijelaskan bahwa hak pakai dapat diberikan kepada warga 
 

Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 
 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 
 

berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang memiliki 
 

perwakilan di Indonesia. 
 

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Pendaftaran Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
 

Pendaftran Tanah : 
 

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara 
terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
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satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.” 

 

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, menyatakan bahwa :41 

“Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 
 

24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup 

kegiatan pendaftaran tanah.” 
 

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
 

Pendaftran Tanah yang hanya meliputi : 
 

“Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah, Pendaftaran 

dan Peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak 

sebagai alat pembuktian yang kuat.” 
 

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda 

Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan 

kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu 

bidang tanah. Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada 

lahanlahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk 

kepentingan perpajakan. 
 

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, menyatakan bahwa 

:42 “Pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut 

Capistratum, di Jerman dan Italia disebut Catastro, di Perancis 

disebut Cadastre, di Belanda dan juga di Indonesia dengan 

istilah Kadastrale atau Kadaster.” 
 
 

41 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, 
Bandung, 2008, hlm. 15. 

42 Ibid. 
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Capistratum  atau  Kadaster  dari  segi  bahasa  adalah  register  atau 
 

capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti 
 

suatu  istilah  teknis  untuk  suatu  record  (rekaman)  yang  menunjukkan 
 

kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, 
 

sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar 
 

dan daftar-daftar yang berkaitan. 
 

Hasan Wargakusumah, menyatakan bahwa :43 

 
“Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara teratur dan terus-menerus untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data 
tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu 
yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.” 

 
Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu antara lain : 

 
a. Adanya kewajiban bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah 

miliknya; 
 

b. Adanya kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap pemegang 

tanah yang mendaftarkan tanahnya; dan 
 

c. Adanya lembaga penyelenggara tanah. 
 

2. Pengaturan Pendaftaran Tanah 
 

Urip Santoso, menyatakan bahwa :44 

 
“Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043. 
Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA).”  

 

 
43 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria : Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka, 

Jakarta, 1992, hlm. 80.  
44 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2014, hlm. 75. 
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi 

Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu : 
 

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; 
 

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi : 
 

1) Pegukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
 

2) Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak tersebut; dan 
 

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
 

c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 

dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 

Agraria; dan 
 

d. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, dengan 

ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa : 
 

a. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 

pembenahannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 
 

b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 

yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan 

pembebasan tersebut; 
 

Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa : 
 

a. Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian pula 

setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan menurut 

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19; dan 
 

b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 

yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali 

dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 
 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
 
 
 
 

a. Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian 

juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan 

menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19; 
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b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 

yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 

peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka 

waktunya berakhir. 
 

Muhammad Fauzi Rijal, menyatakan bahwa :45 

 
“Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan perintah 
untuk melakukan pendaftaran tanah yang ditujukan kepada 
pemerintah. Sedangkan pasal 23, 32, dan 38 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria merupakan perintah untuk melakukan pendaftaran hak 
atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak yang 
bersangkutan agar mereka memperoleh kepastian tentang hak 
mereka tersebut.” 

 
Ketentuan lebih lajut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

 
Pokok Agraria diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Adrian Sutedi, menyatakan bahwa :46 
 

“Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) sudah 
 

dibuat yaitu, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 
 

Pendaftaran Tanah.” 
 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku 
 

lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
 

Pendaftaran Tanah. Tidak berlakunya lagi PP No. 10 Tahun 1961  
 
 
 
 

45 Muhammad Fauzi Rijal, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik 
Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Universitas 
Sebelas Maret, Solo, 2017, hlm. 24. 

46 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 
2014, hlm. 112. 
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dinyatakan dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang 

berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. 
 

Boedi Harsono, menyatakan bahwa :47 

 
“Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dilaksanakan 
dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 
Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah.” 

 
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari Pasal 12, 

23, 32 dan 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hal pendaftaran tanah secara 

terperinci dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta 

disusul dengan diundangkannya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

sebagai peraturan pelaksanaannya. 
 

3. Objek Pendaftaran Tanah 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang 

didaftar hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha 

diatur dalam Pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan 

Hak Pakai diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan 

tidak wajib didaftar. Objek Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 9 
 
 
 
 
 

47 Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan.  
Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 1999, Hlm. 155. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
 

objek pendaftaran tanah meliputi : 
 

a. Hak Milik 
 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik adalah hak 

turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Yang dapat 

mempunyai Hak Milik, yaitu : 
 

1) Hanya Warga Negara Indonesia; dan 
 

2) Bank Pemerintah atau Badan Keagamaan dan Badan Sosial 

(Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan). 
 

b. Hak Guna Usaha 
 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha adalah hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam 

jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 

25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Yang 

dapat mempunyai Hak Guna Usaha, yaitu : 
 

1) Warga Negara Indonesia; dan 
 

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 
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c. Hak Guna Bangunan 
 

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna 

Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai Hak Guna 

Bangunan, yaitu : 
 

1) Warga Negara Indonesia; dan 
 

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia Dari asal tanahnya, Hak Guna 

Bangunan dapat terjadi pada tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan 

dan tanah Hak Milik. 
 

d. Hak Pakai 
 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 

dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 
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ketentuanketentuan undang-undang ini. Yang dapat mempunyai Hak 

Pakai, yaitu :; 
 

1) Warga Negara Indonesia; 
 

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 
 

3) Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah 

daerah; 
 

4) Badan-badan keagamaan dan social; 
 

5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
 

6) badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia; dan 
 

7) Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional. 

Dalam Hak Pakai untuk jangka waktu ada yang diberikan untuk 
 

jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada pula yang diberikan untuk 

jangka waktu yang ditentukan. 
 

e. Hak Pengelolaan 
 

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 

No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 

Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 

Tahun 1999, adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Menurut 

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea 
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Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 Tahun 

1997 tentang Pengenaan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena 

Pemberian Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas 

tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan 

tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, 

menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga 

dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
 

f. Tanah Wakaf 
 

Pasal 49 ayat (3) UUPA, Tanak wakaf adalah perwakafan tanah 

milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik, yang dimakasud dengan wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Agama Islam. 
 

g. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, satuan 

rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian 

dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Menurut Pasal 46 
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ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, kepemilikan satuan 

rumah susun adalah hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat 

perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama. 
 

h. Hak Tanggungan 
 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan 

Tanah, Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada 

hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain. 
 

i. Tanah Negara 
 

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tanah 

Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah 

yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 
 

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah 
 

Pengertia peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih 

dalam arti berpindahnya ha katas tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan 

adalah berupa jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah-wasiat. 
 

1. Warisan 
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Apabila seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, 

maka hal tanah itu beralih kepada ahli warisnya. Pewaris itu mungkin 

dengan suatu surat wasiat atau tidak. Yang berhak yang mendapat warisan 

itu, serta bagaimana cara dan berapa bagiannya, tergantung kepada Hukum 

Waris yang berlaku bagi yang bersangkutan. 
 

2. Jual Beli 
 

Pengertian jual-beli ada menurut Hukum adat, ada pula menurut 

hukum Barat. Dalam pengertian hukum, yang mana pihak penjual 

menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, 

pada waktu pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual 

(walaupun hanya sebagian). Sejak itu, hak atas tanah beralih di penjual 

kepada pembeli. Sedangkan, pengertian jual-beli dalam hukum Barat 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 
 

Jual beli adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti 

termuat dlam Buku III KUHperdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli 

tanah adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang 

ditentukan. Pada saat kedua belah pihak itu telah mencapai kata sepakat, 

maka jual beli sdianggap telah terjadi. untuk pemindahan tak diperlukan 

suatu perbuatan Hukum lain yang berupa penyerahan caranya ditetapkan 

dengan satu peraturan lain lagi. 



 

64 
 
 
 
 
 
 

Penyerahan hak itu, dalam istilah hukum disebut juridische levering 

(penyerahan menurut hukum), yang dilakukan dengan pembuatan akta di 

muka dan oleh pejabat balik nama (overschrijvings-ambtennar). Dan 

perbuatan hukum tersebut dimasyarakat terkenal dengan sebutan balik 

nama. Jadi tegasnya, sebelum dilangsungkan balik nama itu, maka hak atas 

tanah belum terpisah dari penjual kepada pembeli. 
 

3. Tukar menukar 
 

Dalam perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar 

sejumlah uang dan ada penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya, 

maka dalam tukar menukar, satu pihak yang mempunyai hak atas tanah 

menukarkan dengan tanah atau barang kepada pihak lain. Tukar menukar 

sama halnya dengan pengertian jual-beli, yakni pihak yang mempunyai 

hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya dan 

sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang lain dari orang 

yag menerima tahanya itu dan sejak penyerahan itu. Jadi tegasnya, bukan 

suatu perjanjian saja. Sama halnya dengan jual-beli, maka tukar menukar 

atau harus dilakukan dihadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar 

menukar, yang selanjutnya dengan kata itu didafatarkan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat. 
 

4. Penghibahan 
 

Penghibahaan hak atas tanah juga dilakukan di hadapan PPAT 

dengan satu akta hibah dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupate/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat. 
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5. Hibah Wasiat 
 

Berbeda dengan hibah, hibah-wasiat merupakan suatu pemberian 

yang dinyatakan ketika yang member itu masih hidup, tetapi 

pelaksanaannya yang memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang 

memberi itu masih hidup, ia dapat menarik kembali (membatalkan) 

pemberiannya. Perbuatan hukum ini merupakan bagian dari Hukum 

Kewarisan, yang dikenal baik dalam Hukum Adat, Hukum Islam maupun 

Hukum Barat. Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam bisa dilakukan 

secara lisan walaupun ada juga yang dilakukan secara tertulis. Sementara 

itu dalam Hukum Barat dilakukan secara tertulis, yang dikenal dengan 

nama Legaat. 


